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Sebagai seorang profesional yang berada di titik temu antara
isu  sosial  dan  komunikasi  digital,  saya  melihat  fenomena
pelemahan nilai tukar Rupiah saat ini jauh melampaui sekadar
deretan angka di bursa saham. Bagi masyarakat luas, fluktuasi
kurs ini menjelma menjadi kecemasan yang nyata: lonjakan harga
kebutuhan pokok, tabungan yang terasa kian tak berarti, hingga
bayang-bayang masa depan finansial yang suram.

Di era digital di mana arus informasi bergerak secepat kilat,
kepanikan amat mudah menular. Ruang publik kita dengan cepat
dipenuhi  oleh  opini  bernada  cemas,  meme  satir,  hingga
perdebatan  politis  yang  tajam.

Dalam situasi ini, langkah Bank Indonesia (BI) mempertahankan
BI-Rate di level 4,75% serta melakukan intervensi berlapis di
pasar  spot,  Non-Deliverable  Forward  (NDF),  Domestic  NDF
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(DNDF),  dan  Surat  Berharga  Negara  (SBN)  pada  April  2026,
sejatinya bukan sekadar upaya menstabilkan kurs. Lebih dari
itu, langkah tersebut adalah usaha merawat keyakinan publik
bahwa negara masih memegang kendali penuh atas situasi ini.

Jebakan  Bahasa  Teknokratis  di  Tengah
Krisis
Dari perspektif komunikasi strategis, blunder terbesar kerap
terjadi ketika kebijakan ekonomi yang berdampak luas hanya
dibungkus dengan bahasa teknokratis yang kaku. Saat krisis
melanda,  masyarakat  tidak  sekadar  membutuhkan  deretan  data
statistik; mereka mencari makna dan kepastian.

Berbagai  literatur  tentang  manajemen  krisis  komunikasi
menegaskan  bahwa  respons  yang  transparan,  proaktif,  dan
empatik  jauh  lebih  efektif  meredam  kepanikan  dibandingkan
komunikasi satu arah yang bersifat defensif. Di media sosial,
setiap  frasa  dari  pembuat  kebijakan  bisa  menjadi  pedang
bermata  dua  bisa  meredakan  ketegangan,  atau  justru  memicu
gelombang ketakutan baru.

Pernyataan Kementerian Keuangan mengenai ketahanan APBN pada
kuartal pertama 2026 yang diklaim solid sebagai shock absorber
memang  akurat  secara  teknis.  Namun,  bagi  masyarakat  kelas
menengah,  pelaku  UMKM,  atau  pekerja  kreatif  yang  tengah
tercekik ongkos produksi dan daya beli yang lesu, istilah
fiscal buffer atau stabilitas makro terasa sangat berjarak
dari realitas dapur mereka.

Tugas  Komunikator:  Menjembatani  Negara
dan Warga
Di  sinilah  letak  tanggung  jawab  krusial  para  praktisi
komunikasi digital di sektor publik. Tugas kita bukan sebatas
menerjemahkan  istilah  ekonomi  njelimet  menjadi  kalimat
sederhana,  melainkan  menjembatani  logika  kalkulatif  negara



dengan emosi sosiologis warganya.

Jika  pemerintah  memang  harus  menempuh  strategi  bertahan,
sampaikanlah dengan kejujuran. Publik berhak tahu bahwa negara
sedang  berupaya  keras  menahan  tekanan,  bukan  sekadar
dijanjikan  ilusi  keajaiban  ekonomi.  Paradoksnya,  masyarakat
cenderung  lebih  mudah  mentoleransi  kebijakan  yang  tidak
populer jika disampaikan dengan narasi yang jujur dan apa
adanya. Krisis kepercayaan sering kali meledak bukan karena
kebijakannya  yang  keliru,  melainkan  karena  publik  merasa
disuguhi narasi yang terlalu manis untuk kenyataan yang pahit.

Konteks Global dan Sensitivitas Reputasi
Institusi
Kita juga harus melihat pelemahan Rupiah ini dalam bingkai
makro yang lebih luas. Laporan World Economic Outlook dari IMF
(April  2026)  telah  memproyeksikan  perlambatan  pertumbuhan
global di angka 3,1 persen dengan inflasi yang merangkak naik
ke 4,4 persen. Dunia sedang diombang-ambingkan ketidakpastian
ekstrem,  mulai  dari  ketegangan  geopolitik,  krisis  energi,
hingga disrupsi rantai pasok.

Dalam lanskap global yang rapuh ini, Indonesia tidak hanya
bertarung mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga bertarung
memperebutkan persepsi investor dan kredibilitas kelembagaan.
Laporan  Reuters  (2026)  yang  menyoroti  kekhawatiran  pasar
terhadap independensi BI menjadi alarm keras. Pasar keuangan
sangat  sensitif  terhadap  sinyal-sinyal  kelembagaan.  Sekali
publik atau investor mencium adanya intervensi politik yang
berlebihan,  runtuhnya  kepercayaan  akan  terjadi  jauh  lebih
cepat daripada merosotnya data ekonomi itu sendiri.

Reputasi sebuah institusi tidak bisa dibangun dalam semalam
lewat  satu  konferensi  pers,  melainkan  dibentuk  melalui
konsistensi  tindakan  dan  transparansi  pesan  dalam  jangka
panjang.



Kepercayaan Adalah Mata Uang Utama
Momen pelemahan Rupiah ini sejatinya adalah ujian etika bagi
komunikasi  publik  pemerintah.  Otoritas  fiskal  dan  moneter
harus  berani  berbicara  lebih  merakyat,  jujur,  dan  intens.
Tujuannya bukan memantik histeria, melainkan menyapu bersih
spekulasi liar di ruang digital.

Di sisi lain, kedewasaan masyarakat juga tengah diuji untuk
bisa memilah mana data objektif, mana narasi politis, dan mana
sekadar  ketakutan  tak  berdasar.  Menganggap  semua  fluktuasi
ekonomi  sebagai  konspirasi  hanya  akan  menumpulkan  nalar
kritis,  namun  menelan  mentah-mentah  klaim  pemerintah  juga
bukan sikap yang bijak.

Pada  akhirnya,  fluktuasi  Rupiah  hari  ini  mengajarkan  satu
prinsip  fundamental:  stabilitas  ekonomi  mustahil  dipisahkan
dari stabilitas kepercayaan publik. Dan di era digital ini,
kepercayaan  hanya  bisa  ditumbuhkan  melalui  komunikasi  yang
jujur,  konsisten,  dan  memanusiakan  audiensnya.  Ini  bukan
sekadar urusan public relations, ini adalah fondasi sejati
dari kepemimpinan publik.
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